
BUPATI LEBONG 

PROVINS! BENGKULU 

PERATURAN BUPATI LEB0NG 

N0MOR 5,i TAHUN 2014 

TENTANG 

JENIS RENCANA USAHA DAN/ ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI 

DENGAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN 

LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL) Dl KABUPATEN LEBONG 

Menmbang 

OENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LEBONG, 

; a babwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 32 T ahun 2009 tentang Perlmdungan dan Pengelolaan 

l.lngkungan Hidup, menyalakan setJap usaha dan/atau kegiatan 

yang lldak lermasuk dalam kritefia wajib AMDAL. wajib memiliki 

UKL·UPL Kemud1an pada ayat (2) menyalakan Gubemur atau 

BupatllWalikota menelapkan jenls usaha dan/atau kegiatan yang 

wajib dilengkap1 dengan UKL-UPL; 

b. bahwa dalam rangka pengetolaan dan pemantauan 1erhadap usaha 

dan/atau kegiatan yang tldak berdampak penting le(hadap 

llngkungan hidup yang d1pertukan bagi proses pengambilan 

l(epuM;an tentang penyelenggaraan usaha dan/atau k99iatan yang 

tidak ITK!meflukan AMDAL. maka dipandang perlu dltetapkan Jenls 

rencana u1eha dan/ atau kegiatan yang wajlb d1lengkapi dengan 

upaya pengelolaan fingkungan hidup (UKL-UPL) dalam Kabupateo 

Lebong; 

c. bahwa untuk metak1enakan kelentuan sel>aga,mana dtrnaksud 

pada horuf a dan b dialas. maka pe,lu diatur dan d1tetapkan dengan 

Peraturan BupalJ Lebong . 

• 



roi110< t 1. Undang,-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan 

Proplnsl Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1967 Nomor 19. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nornor 2828); 

2. Und11ng-Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Koriservasi Sumber 

Daya Alam Hayati dan Ekosiatemnya (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3419); 

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan 

Kabupalen Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Prop.insi Bengkulu 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 164. 

Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4349); 

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

(L.embaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2007 N11mgr 68, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725): 

5. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan 

Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republil< Indonesia Tahun 

2009 Nomor 4. Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia 

Nomor 4959): 

6. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia 

Nornor 5049): 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pertindungan dan 

Pengelolaan Ungkungan Hk:lup (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nornor 5059); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

lndonesla Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5243); 
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) 

Mempertiat1kan 

9 PefBluran Pemenntah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlal(unya 

Undang-undang Republlk Indonesia Nomor 9 Tahun 1997 dan 

Pelaksanaan Pemerintah di Propinsl Bengkulu (Lem.baran Negara 

Republilc Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2854); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pecloman 

Pembinaan dan Pengawa,;an Penyelenggaraao Pemerimahan 

Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4593}; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pemba.9ian 

Urusan Pemerintahan antara Pemerinlah, Pemerintah Oaerah 

Propinsl dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Ko1a (Lembaran 

NeQara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

12. Peraturan Pemerlntah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin 

Ungkungan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5285); 

13, Per~tl!l'i!n O;,ef!lh Kabupate~ Lebong Nomor 1 Tahun 2008 tentang 

Penataa n Organisasl Perangkat Oaerah Kabupaten Lebong, 

14. Peraturan Oaerah Kabupaten Lebong Nomor 5 Tahun 2011 tentang 

Pajak Oaerah Kabupaten Lebong; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 14 Tahun 2012 

tentang Rencana Tala Ruang Wilayah Kabupaten Looong Tahun 

2012-2032. 

1. Peraturan Manieri Negara lingkungan Hldup Nomor 13 Tehun 2010 

tentang Upaya Pengelolaan, Ungkungan Hidup dan Upaya 

Peman1auan Lingkungan Hidup dan Sura.I Pemyataan 

Kesaoggupan Pengelolaan dan pemantauan Ungkungan Hidup; 
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• 
Menetapl\an 

2. Peraturan Menteri Negara Ltngkungan hodup Nomof 5 Ta!IUn 2012 

tentang Jenis Rencana Usaha danl atau Keglatan yang wajib 

memiliki AnalJsis Mengenai Dampak Ungkungan Hldup; 

3. Peraturan Menterl Negara Llngkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 

tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Ungkungan IHidup: 

4. Peraturan Menteri Oalam Negerl Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

pembentukan Produk Hukum Daerah; 

5. Surat Deputl MENLH Bidang Tata Ungkungan Kementenan 

Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor B-

1233/Dep.1/LH/PDAU0212013 tanggal 7 Februari 2013 Hal : 

Penyampalan Daftar Jenis Rencana Usha dan/atau Kegiatan Seklor 

ESDM yang Wajib Dllengkapl Dengan UKL-UPL 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN BUPAn TENTANG JENIS RENCANA USAHA 

DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB OILENGKAPI DENGAN UPAYA 

PENGELOLMN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAlJAN 

LINGKUNGAJII HIDUP (UKL-UPL) 01 KABUPATEN LEBONG. 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal1 

Oalam Pera!uran bupati lni yang dfmaksud dengan ; 

1. Daerah adalah Kabupaten lebong. 
2. Pemerintah daerah adalah Bupatl dan Perangkat Oaerah sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah. 

3 Bupati adalah Bupati Lebong. 
4. Satu:an Kelja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Saluan Kelja 

Perangkat daerah Kabupaten Lebong, 

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupali dalam penyelenggaraan 

pemerlntahan daerah yang terdlri dart sekretariat daerah, sekretariat OPRD, dinas 

daerah, lembaga lel<nis daerah,kecamatan, dan keluraharl. 



~an Hidup Kebe<sihan dan Pertamanan yang selan,w,ya d!Singkat 

~ aoalah Sadan Ungkungan Hldup Kebers1han dan Pertamanan Kabupaten 

1...eoo<,g 

Kepa!a Badan Ungkungan Hidup Kebersihan dan Perlamanan yang selanjutnya 

dis1ngkat Kepala BLHKP adalah Kepala Badan Lingkunga11 Hidup Kebersihan da11 

Pertamanan Kabupaten Lebong. 

8. Pejabat adalah Pegawai yang diberf tugas tertenlu dibidang pengelolaan lingkungan, 

sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. 

9. Rencana Tata Ruang wilayah yang selanjutnya disiogkat RTRW adalah Rencana Tata 

ruang Wilayah Kabupaten Lebong. 

10. Upaya Pengelolaan Llngkungan Hid up dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hldup, yang 

selanjutnya d1sebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha 

dan/atau Kegfalan yang tidak berdampak panting terhadap Jingkungan hidup yang 

diperlukan bagi proses pengambitan keputusan lentang penyelenggaraan Usaha 

dan/atau kegiatan. 

11. Analisls Mengenai Dampak Ungkungan Hldup, ya,ng selanjutnya disebut Amdal, adalah 

, !<a)lan mengenal dampak penting suatu usaha dan/a1au kegiatan yang dfreocanakan 

pada lingkungan hidup yang dlpertukan bagi proses pengambHan keputusan tentang 

penyelenggaraan usaha dan/atau keglatan. 

12- lzin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang me-lakukan usaha 

dan/alau keglatan yang wajlb Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha den/ atau 

kegiatan. 

13. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Femanllluan Ungkungan Hidup yang 
selanjutnya dlsebut SPPL adalah pernyataan ke-sanggupan dari penanggung jawab 

usaha den/ atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan hngkungan 

hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaba dan/ atau kegiatannya di luar usaha 

dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL. 

14. Penyusunan UKL-UPL adalah kegiatan penglsian formulir UKL-UPL yang dllakukan oleh 

pemrakarsa. 

15. Rekomendasi UKL-UPL ada lah sural persetujuan terhadap suatu usaha dan/ kegiatan 

yang wajib UKL-UPL. 

16. Usaha dan/atau kegiatan a<lalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan 

peruba.han temadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak temadep 

llngkungan hidup. 

17 lzin Usaha dan/atau Keglatan adalah izin yang dtterbitkan oleh lnstansi teknls untuk 

melakukan Usaha dan alau/ Kegiatan. 

18 Pe-mrakarsa adalah setiap orang atau instansl pemerintah yang bertangg~ng jawab atas 

suatu Usaha dan/ Kegiatan yang akan dilaksanakan. 



~=- """1gelolaan l.mgkungan H,dup, yang selaniutnya disebul RKL adalah upaya 

~ dampa.k ternadap lingkungan htdup yang dmmbulkan akibat dan renoana 

,sana dan/ atau Keg,atan. 

Reocana Pemantauan Llngkungan Hidup,yang seianju111ya dlsebut RPL, adalah upaya 

pemantauan komponen llngkungan hidup yang terl<ena dampak akibat dari rencana 

Usaha dan/ Kegiatan. 

BAB II 

Ki.AStFtKASt USAHA DAN ATAU KEGIA'll'AN WAJIB UKL-UPL 

Pasal2 

(1) Setiap usaha dan /atau kegiatan yang tldak termasuk dalam krlteria wajib AMDAI. wajib 

memlliki UKL-UPL 

(2) Setiap usa.ha dan atau/ kegtaJan yang tidak wajib dllengkapf UKI.-UPL wajib membuat 

SPPL 

(3) Jenis rencana usaha dan /keg1atan yang wa]fb dilengkapi dengan UKL-UPL 

sebagaimana dlmaksud pada ayat (1), teroantum pada Lampiran Peraturan Bupati lnr. 

(4) UKL-UPL sebagaimana dlmaksud pads ayat (3), merupakan persyaratan untuk 

mengajukan permohonan lzln Ungkungan 

Pasal 3 

Perubahan ;enis usaha danlarau kegiatan sebagalmana dlmaksud Passi 2 ayat (3), 

pengaturannya akan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. 

BAB Ill 

PENYUSUNAN UKL-UPI. 

Pasal4 

(1) UKL-UPI. disusun oleh Pemrai<arsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau 

keglatam 

(2) FormuliTUKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ; 

a. identltas pemrakarsa ; 

b. rencana usaha dan/atau kegiatan ; 



lllr:.:aii linglrungan yang akan teqadi. dan program pengelolaan serta peman111uan 

,b.~.-..Jlll'. 
C1 rumlah dan jenis izm perlindungan dan pengelolaan fingkungan hidup yang 

dlbutuhkan:dan 

e. pemyataan komitmen pemrakaraa unluk melaksanakan ketentuan yang tercantum 

dalam formulir UKL·UPL 

f. Daftara Pustaka; dan 

g. Lampiran 

(3) Penglslan lormulir UKL-UPL sebagaimana dlmaksud pada ayat (2) dila.kukan sesuai 

dengan pedoman penglsisan formulir UKL-UPL sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

IV Peraturan Menten Negara Ungkungan Hldup Nomor 16 Tahun 2012 tenlang Pedoman 

Penyus.unana Dokumen Llngk<Jngan Hidup. 

Pasa! 5 

(1) Lokasl renC8na Usaha dan/ailau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) 

1,,111 wajlb sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. 

(2) Dalarn hal lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tldak sesuai dengan rencana !ala 

ruang, UKL-UPL tidak dapat diperiksa dan wa~b diloembalikan kepada pemrakarsa. 

Paaal6 

(1) Usaha dan /atau kegiatan yang direncanakan leblh darl 1(salu) usaha danJatau kegialan 

dan perencanaan serta pengelolaaannya saling teri<ait dan ber1okasi di dalam satu 

kesatuan hamparan ekosistem: dan/etau 

(2) Pemtiinaan dan/atau penga.wasan terhedap usaha danlatau kegiatan dilakukan oleh 

lebih darl 1 (Satu) kementerian, lembaga pemerintaha non kementerian, satuan kerja 

pemerintah propinsi, atau sa1uan kerja pemerintah ll<abupaten/kota: 

Pemrekarsa hanya menyusu n 1 (satu) UKL-UPL. 

Pasal7 

(1) Pegawal Negeri sipll yang bekerja pada BLHKP dilarang menjadi penyusun UKL-UPL. 

(2) Da\am hal BLHKP bertindak oebagai pemra!<a=, pegawai n<!g6ri sipil sebaga,mana 

dlmaksud pada ayat (1) dapat menjadl penyususn UKL-UPL 



BABIV 

TATA CARA DAN PROSES PENERBITAN REICOMENDASI UKL-UPt. 

Pesa! 8 

(1) Kepala BLHKP, apabila usaha dah/atau keglatan berlokasl dalam wilayah Kabupaten 

Lebong, 

(2) Kepala Sadan Ungkungan hidup Provinsi Sengkulu, apabila usah danl atau kegiatan 

berlokas1 : 

e. le bin dari (1) wilayah kablrpalenll(ota dalam provinsi: 

b. di lintas kabupaten/kota: dan/atau 

c. di w,layah laut pallng jau h 12 (dua betas) mll dari garis pantal ke al'llh taut lepas 

dan/alau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah 

kewenangan provlnsl untuk kabupatenikota; atau Deputi Menteri, 

(3) Apabila usaha dan/atau keglatan berfokasi : 

a. lebih dari (1) wilayah provtnsi; 

b. di wiiayah sengke!a dengan negara lain: 

c. di wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil laut dlukur dari garls pantal ke arah laul 

lepas; dan/atau: 

d. di lintas batas Negara kesetuan Republik Indonesia dengan Negara lain . 

Pa8'119 

(1) Pemrakarsa mengajukan UKL-UPL kepada Kepala BLHKP sesuai dengal'I kewenangan 

sebagalmana dimaksud datam Pasal 8 huruf a. 

(2) Kepala BLHKP memberlkan tanda bukti penerimaan UKL-UPL sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) kepada pemrakatsa yang telah memenuhl format penyusunan UKL-UPL. 

(3) Kepala BLHKP setelah m,enerima UKL-UPL yang memenuhi format sebagimana 

dimaksud pada ayat (2), melakukan pemeriksaan UKL-UPL yang dalam pelaksanaanya 

dilakukan oleh unitkerja yang menanganl pemeriksaan UKL-UPL pada BLHKP. 

PasaJ 10 

(1) Kepala BLHKP wajib melakukan p,erneriksaan UKL-UPL berl<oordinasi dengan lnslansi 

yang membidangi usaha dan/atau kegiatan dan menerbitkan rekomendasi UKL-UPL 

paling lama 14(empat belas) hari kerja sejak diterimanya UKL-UPL 

(2) Untuk kelancaran pemeriks:aan UKL•UPL sebagimana dimaksud pad11 ayat(1 ), dapat 

diben'tuk dm beranggotakan SKPD teknis terkatt yang ditetapkan dengan Keputusan 

Bupati. 



ar, hal len:lapat kekurangan dala dan/atau lnformasl dalam UKL-UPL serta 

"""""'rfukan tambahan dan/atau perbaikan, pemrakarsa waFb menyempumakan 

dan/atau melengkapinya sesual hasil pemerlksaan ,;ebagaimana dimaksud pada ayat(1) 

,-4) Kepala BLHKP waFb menerbit!<an rekomendasi UKL-UPL paHng lambat 7(tujuh) harl 

kerja sejak dltertmanya UKL-UPL yang telah lengkap alau telah dlsempurnal<an oleh 

pemral(arsa. 

(6) Dalam hal BLHKP tidak melakul<an pemeriksaan sebagalmana dimaksud pada ayal (1) 

atau lidak menerbitkan rel<omendasi UKL-UPL dalam jangka waktu sebagimana 

climaksud pada ayat(4), UKL-UPL yang diajukan penanggung jawab usaha dan/atau 

kegiatan dianggap lelah diperiksa !Ian disahkan oleh Kepala BLHKP. 

Paaal 11 

{1) Rekomendasi sebagalmana dimaksud dalam pasal ayat (4) dapat berupa : 

a. Persetujuan; atau 

b. Penolakan 

,JI (2) Rekomenda$l berupa persetujuan UKL-UPL sebagirnana d1maksud pada ayat (1) huruf 

a. paling sedikit memuat : 

a. dasar pertimbangan dikeluarkannya persetujuan UKL-UPL. 

b perhyataan persetujuan U KL-UPL;dan 

c. persyaratan dan kewajiban pemrakarsa sesuai dengan yang tercantum dalam UKL-

UPL 

(3) Dalam hal usaha dan/atau keglatan yang dlrencanakan pemrakarsa wajib memiliki izin 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hldup, rekomendasl UKL-UPL sebagimana 

dimaksud pada ayat (2) harus mencantumkan jumlah dan jenis izln pertindungan dan 

pengelolaan nngkungan hidup. 

(4) Rekomehdasi berupa penolakan UKL-UPL sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) huruf 

b, paling sedikit memuat: 

a. dasar pertimbangan dikeluarkannya penolakan UKL-UPL; dan 

b. pemyataan penolakan UKL-UPL 

BABV 

PEMBIAYAAN 

Pasal12 

(1) Biaya penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL dibebabkan kepada penanggung jawab 

usaha dan/atau kegIatan 



,a admis111s118Sl dan persuratan. pengadaan petala!an kantor untult meruJOJall!I 

proses pelaksanaan pemeriksaan UKL-UPL, p,enett>itan rekomenda;sl UKL-UPL, 

pelaks.anaan pemblnaan clan pengawasan dibebankan pada Anggaran Pendapatan clan 

Belanja Oaerah Kabupaten Lebong, 

BABVI 

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN 

Pasal13 

(1) Bupati melalui BLHKP melakukan pengawasan dan pembinaan temadap pemberian 

rekomendasi UKL-UPL. 

(2) Benl\11< dan tata cara pengawasan dan pemblnaan sebagimana dimaksud pada ayat (1), 

dilaksanakan sesuai clengan perundang-undangan. 

Pasal14 

(1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan pengawasan dan pembinaan, Bupatl dapal 

membenl\Jk Tim yang terdlri dart unsur SKPO terkait. 

(2) Oalam hal diperlukan, Bupatl dapal rnengikuts8'.rtakan peran serta masyarakal dan 

unsur pemerintah lalnnya dalam rnelakukan pemgawasan clan pemblnaan lerhadap 

pemt»erian rekomendasi UKL-UPL 

BA.B VII 

KETENTUAN PERALltiAN 

Pasa115 

Perizinan <Ian/ atau rekomendasl yang telah ditett>itkan atas suatu usaha danlatau kegiatan 

yang wajib dilengkapi UKL-UPL, dinyatakan masih tetap berlaku sampal dengan berakhimya 

masa berlaku perizinan clan/ atau rekomendasi dimakSud. dan untuk selanjutnya 

menyesualkan dengan 1<etentuan Peral\Jran Bupati ini. 



BAB VIII 

PENUTUP 

Pasal 16 

Ha~hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupatl ini sepanjang mengenai 

pelaktianaanya, dlatur lebih lanjul aleh Keputusan Bupalt. 

Pasat17 

Paraturan Bupab t01 mul31 bedaku pada tanggaf dlundangl<an. 

Agar setlap o,ang mengetahumva. memeuntahkan pengundangan Peraturan Bupalt ,no 

dengan penempatannya dalam Benta Daerah Kabupaten Lebong 

o,tetapkan d, Tube, 

pada tanggal 11, D,,.,.l,.,, 2014 

D1unc1ar19~an di Tubei 

a H. ROSJONSYAH 

Pada tanggal J1, D~r.,..t,,.r 2014 

SEKRETARJS DAERAH -,.r 
MIRWAN EFFENDI 

BEBITA OAERAH KABUPATEN LESONG 

TAHUN 2014 NOMOR .5.1 ..... 

.. 



., 

PERA l UK.Af'i bOt-',.-., , , &.e~ 

NOMOR !'>'I TAHUN 2014 

TANGGAL Ji, D,s;,,,k, 2014 

JENIS RENCANA USAH DAN ATAU KEGIATAN YANG WA.JIB DILENGKAPI 

DENGAN UPAYA PENGELOLAA.N LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN 

ILINGKUNGAN HIDUP (UKL•UPL) DALAM KABUPATEN LEBONG 

NO. JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN SATUAN SKALA/BESARAN 

A BIDANG PER I AliANAN 

1 Pembangur,an Pangkalan TNl AL Kela• Diluar K.elas A dan B 

2 Pembangunan Pangkalan TNI AU Kelas ODuar Kel:aS A dan B 

3 Pembangunan Pusal Latihan Tempur Ha 500 s/cl 10.000 

4 Pemba11gunan Lapangan Tembak TNI AO, Ha Semua Besaran 

TNI AL, TNI AU dan Polri 

5 Pembangunan gudang amurnsl Ha SemuaBesamn 

B BIDANG PERTANIAN 

1 Budidaya tanaman dan hortikuttura 

a. Semusim dongan atau tanpa un~ Ha 100 s/d 2.000 

pengolahannya Ha 500 sl'd 5.000 

b. T ahunan dengan atau tanpa UIJll Ha 75 sfd 500 

pengolahannya Ton Beras/Jam Kapasit,as 2 s/d 3 

c. Percetakan sawah di luar kaWasan hutan 

d. P8"1l9illngan padi dan pengooohan beras 

2 Budidaya tanaman per1<.eJ>unan 

a. Semusim dengan atau lanpa unil 

pengolahannya Ha < 2.000 

1) Dalam kawasan budldaya non Ha <2.000 

kehutanan 

2) Oalam kawasan hutan produksl yang 

dapat dikonvetsl (HPK) Ha < 2.000 

b. TahUflan dengan atau tanpa umt Ha <2.000 

pengolahannya 

1) Oalam kawasan budldaya non 

kehutana,, 

2) Oalam kawasan hutan produksi yang 

dapat dikonvers, (HPK) 

C BIDANG PETERNAKAN 

1 Budictaya burung puyuh atau burung dara Ekor Popu!asl 20.000 (le,1et,k 

pada mu hamparan 

lokasl) 

2 Budidaya sapl potong Ekor Oampuran Populas, ~ 100 (terletak 



pada satu hamparan 

lokas,) 
Sapl perah Ekor Campuran Populasi ;a 20 (le~efllk 

pada satu hampamn 

lokasi) 

◄ Budidaya burung dara Ekor Populasi;;, 100 (terletak 

pada salu hamparan 

lokas,) 
5 Ayam ras petelur Ekor lnduk Populasi ;i: 7 .500 
6 Ayam ras pedaging Ekor Populasi 2 15.000 

ProdUksUSiklus 

7 llik/Angsa/Entofc Ekor Campuran Populasl ~ 15.000 
B Kalkun Ekor Campuran Populasi"' 10.000 
9 Ba~i Ekor Campuran Populasi le 100 
10 Kert>au Ekor Campuran Populasi ;i: 75 
11 Kuda Ekor Campuran Popu.lasi ;, so 
12 Kelinoi Ekor Gampuran Populasl :o 1500 .. 13 Rusa Ekor Campuran Populasi le HiO 
0 BIOANG PERIKANAN 

1 Usaha budidaya perikanan 

a. Budidaya perikanan lambak udang~kan I-la 5 s/d 50 
dengan atau tanpa untt peogolahannya 

b, Usat,a budidaya penkanan lerapung(iarfng 

apung dan per system) dJ air tawar/danau 

1)Luas Ha 1 sld 2,5 
2) Jumlllh Llnll 50 s-Jd 500 ,__ 

2 B\ldlda,ya penkanan air tawar 

a. Budi<laya perfkanan air tawar (danau) 

deng an menggunakan jarir1g apung atau 

penayslem Ha < 2,5 
• Luss Llnlt < 300 
• Jumlah 

b. Budldaya ll<an alr lawar me1199unakan 

lel<nologl inlensW : Ha < 5 Ha 
- Luas Ton/Harl Kapasltas Produksl < 50 
-Jumlah 

3 Usaha :penanganan/pengolahan Unit pengolahan Semua besaran 
modemfmaju sepertl • lkan/UPI 
a, Pembel(uan/cold storage (penghasil tepung 
b. Pengalengan ikan ikan, m,nyak il<an, 

o Pengekstraksian ikan alau rumput lau! khltin-l<'1rtodan, 

gelatin, ATC-

- . karagenan, agar-



agar produk 

berbaris sutirnl) 

!IIOAHG KEHUTANAN 

Usaba Pemanfaalan Hasil Hulan Kayu Ha SO s.fd 5.000 

(UPHHK) dan Hutan Tanaman 

F BIDANG PERHUBUNGAN 

1 Pembangunan janngan Jalan kereta api 

• Panjang Km <: 25 

2 Pembangunan terminal terpadu moda clan 

fungsi tia 0,5 s/d2 

. luas 

3 Pembangunan terminal angkulan jalan IHa <5 

~ Oepo.li:,ool/angkutan/depOlangkutan Ha Luas 0,25 s/d 2 

5 Pembanganan dePO peti kemas Ma Luas 0,25 s/d 2 

6 Pembangunan tennlnal angkutan 1>arang tia Luas 0,25 s/d 2 

7 Pengujian kendaraan bermot!)( Ha Luas 0,5 s/d s 

8 Pembangunan stasiun kereta S1)i Ha Semua besaran 

~ Tl!JTllln11t peti kemas Ma Luas 0,5 s/d 5 

10 Keglatan penempatan hasil keruk (dump,ng) 

di darat 
. Volume M• 50.000 s/d 500,000 

. Luas area Ha 1 sld 5 

G BIDANG INDUSTRJ , Keglatan lndustrf yang menggunakan areal Ha 35/d 15 

2 Buah-<buahan dalam kalenglk·emasan Ton/Tahun Produksi riil > 2000 

3 Pengalahan dan pengawelan lainnya untlJI< Ton/Tahun Produksl riil > 2000 

bllah-buahan dan sayuran 

4 Air minum dalam kemasan . Semua besaran 

5 K=p LilerfTahun Produk9.i riil > 1 Juta 

6 Ransum/pakan jadl lkan dan btota peralran Ton/Tahun Produl<Si rtil > 500 

lainny;a 

7 Ransumlpakan Jadl ikan ternal< besar, temak Ton/Tahun Produksi riil > 10.000 

kecil, aneka temak 

8 Ransum/pakan jadi ikan hewan manls Ton/Tahun Produl<si riil > 1000 

9 . Ransumlpakan setengah jadi temak TonfTahun Produksi rill > 1000 

besar, temak kecH, ana1<atemak 

• Pakan Jain untuk temak Ton/Tahun Produksi riD > 1000 

. T epung lulang Ton/Tahun Produksl nR > 3000 

10 Bir, m inuman, keras, anggur d,1n sejenisnya, Ton/Tahun Pfoduk:ii n11 > 1000 

mlnuman lalnnya yang sejenis 

11 . Mmuman nngan dan lalnnya Lile</Tabun Produksl rill > 1 luta 
. t.•""'""'" rv,gan lidak rnengandung LrterfTahun Prodlli<.SI rill > 1 1uta 



CO2 Bottil/Tahun Produks;i nil > 1 juta 

~•muman nngan me«19andung CO2 . Semua besaran 

Minuman beralkohol kurang darl 1 % 

12 88111 bata berof1Q9a/Udak berongga Pfl!SS Rupiah lnvestasl > 500 Juta 

mesjn , batu bata press mesin dan lllfll13!1, 

semen merah, kerikll tanah !lat. batu bata 

lainnya dan tan3h lial, h&sll ikulan/Ghsa dan 

jaSJI _penunjang induslri balu bata clari lanah 

liat 

13 Genteng kodok di glazur atau tidak dl glazur Rupiah lnveslasl > 500 Juta 

press ,nesin, genteng press mesin dan 

tangan, genle«19 lalnnya dari tanah Ua~ hasll 

ikutan/sisa dan jasa penunjang lndustri batu 

bata dari lanah l1al 

14 Barang dari bata keperluan rumah langga, Rupiah lnvestasf > 500 juta 

bahan bangunan dari balu, hasd 1kutanljasa 

clan ]asa penunJang lndustri barang dari batu 

untuk kepetluan rumah langga; balu plplsan 

15 Barang dari balu untuk keperluan industrl, Rup,ah lnvestasi > 500 juta 

baning lalnnya dari batu untuk keperluan 

lainnya, hasil ikutanis,sa dan jasa penunjang 

industri dari balu kepetluan lalnnya 

16 Ornamen alau patung dari manmet/balu Rupiah lnvestasi > 500 Juta 

pualam barang pajangan dari grantt clan 

marm:aer 

17 Bar.mg dari marmerlbatu pualam dan granft Rupiah lnvestasi >500 Juta 

keperl'uan bangunan, hasll lkutan/Slsa dan 

Jasa penunjang knduslri clarl batu keperluan 

la1nnya 

18 lndustn pe,akilan kendaraan bermotor yang Ha >0,5 

melak.ul<an proses pengecetan yang 

didahulul oleh proses degrestng celup 

kendaraan bermolor yang melel<lllcan proses 

elektroplallng 

19 lndustri kerupu!<, sabun, roi<ol<, Orang 20 s/d 1000 ten;iga ketja 

genteng,fumlture,kosmetik,peleburan emas, 

rumah polong ayam dan pengolahaan 

daglng 

20 loduslrf barang dllrl semen Ha >0,5 

21 Fumlrure darl aluminium dan rotan Ha >0,5 

22 Keramik-M~•il< R.upian lnvestasl >500 Juta 

23 Sari daging dan air daglng, daglng beku, Ton/Tahun Produksi nil >4.500 

dag,ng olahan tanpa kedap udara. daglng 



- r- ,_,.,. kedap udara Jainnya, 

~ ~ Olilllar1 dan awetan talnnya, daglng 

;:a;arn l<aleog susu kepata(whey),susu 

bubuk, &usu yang diewelkan, susu calr dan 

susu kental 

24 Es knm dan susu TonfTahun Produksl rill >4.500 

25 Minyak goteng kelapa sawil, dan mlnyak Ton/Tahun Produksl rlil >4.500 

goreng ketapa 

26 Sabun rumall tangga, sabun bul<an untl.d< Rupiah lnveslasl >500 juta 

keperluan rumah tangga, de\erfen, pemutih 

dan pelumbul cuclfill 

27 Sediaan rias wajah, wangl-wanglan, rambut, Rupiah tnvestasi >500 juta 

perawatan rambut, kuku, perawata/1 kullt, 

perawatan badan, cukur dan lainnya 

28 lndUSlri pemecah batu I-la >0,5 

29 Pengumpul tempurung kelapa sawit dan I-la >0.5 

talnnya 

• H BIDANG PEKERJMN UMUM 

1 a. Pembangunan bendungan/Waduk atau 

sejenis tampungan air laiMya 

• Tlnggl M 5 s/d 15 

• Luas Ha 25 s/d 1200 

- Volume tampur,gan M' Volume 300.000 s/d 

b. RehabUitasl bendungan/Waduk atau Jeni,; 500.000 

1ampungan air lalnnya 

• Tlnggl M 

- Lua-s Ha 5 :s/d 15 

- Volume tampungan M' 25.s/d 200 

Volume 300.000 std 

500.000 

2 Daerah trigasl 

a, Pembar,gunan baru dengan 

• Luas Ha 50 6/d 2.000 

b. Peningkatan dengan 

- Luas tambahan Ha 25s/d 1.000 

c. Percetakan sawah, (pert<elompok) 

.. luas Ha SO s/d 500 

3 Pengembangan ,,,,,., reklamasl raws untuk Ha Luas 50 std 1.000 

kepent,ngan irtgasi 

4 Pembangunan pengaman panlai dan 

pelball<an muara sunga, 

. Jar.ak dihrtung legal< lurus pantai M Paniang IOOs/d 500 

5 '~ sunga, i~k otldet"") dan 



;;,o---cualal'I .-1 ban)lr 

l'anjaog Km PanJa,,,g 2 s/d 10 

- Volume Pengerukan M' Volume 75.000 s/d 

500.000 -6 Pembar,gunan jalan Toi Km Panjang 2 s/d 5 

7 Pembangunan dan/atau peningkatan iaJan 

der,ga n pelebaran yar,g memb<rtuhkan 

per,ga.daan lahan (di luar rumija), 

. Panjang IKm P3l\jang s.S 

. Pengadaanlahan Ha .: 50 

8 a l"embangunari Subway/Ui'lderpau, 

Terowongan/Tunel Km Pan]al'\g 0,5 s/d 2 

b, f)efTlbar,gunan Jembatan M Bentang utama <500 

9 Persampahan 

a.Pembangunan TPA sampah domestlJ( 

pem bar,gunan der,gan sistem konlrol 

landf!Vsanltary landfill lermasuk ins!alasi 

penunjangnya 

- Luas kawasan TPA Ha 4 s/d 10 

- Kapasitas total Ton 4.000 s/d 100.000 

b. Pembangunan tranfer station 

- Kapasitas Ton/Han 100 s/d 500 

c Pembangunan lnstalasi pengolahan 

sam pah te,padu 

- Kapasi!as Ton/Harl 50 '5/d 500 

d, Composting plant 

- Kapasilas Tonn-tari 25 sld 500 

10 Pemhangunan perumahanlpemuklman Ha <100 

11 Alr limbah domeslil< 

a Pembangunan instalasl pengolahan 

iumpur tinja. termasuk fasWtas 

penunjangnnya Ha < 2 

- LJJas M'IHan 3 '8/d 11 

- Kapasitasnya Ha 1 s/d 3 

b. Pembangunan mstalasl pengolahan air TOO/Han 1 std 2.4 

llmbah domestlk termasuk fasi!itas 

penuniangnya DUl<an organ1k 

c. Pembangunan si&tem perpipaan air 

llml>ah. Luas layanan Ha 100 std 500 

• Luas layana(I M' ll-lari 4,000.s/d 16.000 

- Oebll a,r limbah 

12 a Pembangunan saluran drainase (prlmet Km Panjang 5 s/d 10 



~ kolam mtenst<polder di Ha Luas 1 $Id 5 

..,a.'kawasan pemuklman 

- a Pembansunan Jaringan dislrib<Jsl air 11• Luas 75 Sid 500 

mfnum (luas iayanan) 

b. Pembangunan janngan plpa lranmlsl Km Panjang 5 $Id 10 

14 PengambRan air danau,sungai, mata aif 
per'mukaan, atau sumber air permukaan 

lalnnya, liter /Deli!< 150s/d 250 
. Debit pengamMan 

15 Pembangunan instalasi pengolahan air Liter/llelik Oel)lt 5() s/d 100 

dengan pengolahan lengkap 

16 Pembangunan pusat 

ped<an-toran,pencfJdikan.olahraga, kesenIan, 

tempat ibadah,pusat 

perdag:angan/petbelanjaan relatif 

terkonaenlrasf Ha 2s/d5 

• Luas lallan ,.,. 3000 s/d 10.000 

- Ba119unan 
17 Pembangunan gedung di alas tanah/bawah 

tanah 

Fungsi usaha mehpub gedung perkantoran, M' Luas 5.000 s/d 10.000 

perd81}'8ngan,perindustrian,pemotelan,wisata 

dan rekreasi,termlnal dan bangt.tnan gedung 

tempat peny,mpanan 

18 Pemasangan jaJingan sampah di sungai atau 

drainase primer M '->30 x50 

I BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 

1.1 SUB SEKTOR MINVAK DAN GAS BUMI 

1 Ekspjoitasi mInyak dan gas buml serta 

pengembangan produk>ll di darat 

a. Lapaogan mlnyal< bumi BOPO <5.000 

b. Lapangan gas burnl MMSCFO <30 

2 Eksplo,tasl m1nyak dan gas bum, serta 

per,gembangan produk>ll d1 laut 

a Lapangan mlnyak bumi BOPD < 15.000 

b. Lapangan gas buml MMSCFO < 90 Jumlah total 

lapangan s-emua sumur 

3 Pemba ngunan kRar19 

a Liquefied petroleum Gas (LPG) BOPD <50--550 

b. M[nyak buml MMSCFO <.10.000 

4 Pemba"ngunan kllang bahan bakar calr Barel/ Har, <200 

I batubara (ball.lb;lra te<cairl<an) 
' 

5 T~ regia$-..S:iras:,. MMSCFD I <550 i 



~ ,; - ,,_. pelumas (termasuk beroahan Ton/Tahun Semua Besaran 
t.al<U lube base oil dan peluma-s bekas) . 
Survey seismlk di darat S~mua 8e3aran . 

8 Survey selsmik df laut . Semua Besaran 
9 Pemboran eksplorasl minyak dan ga-s bumi . SemuaBesaran 

kom,ensloanar di darat clan laut 

10 KeglaCan ekplol'a$1 minyak clan gas buml non . Semua Besaran 
konvensfonal di darat dan di laut (melipull 

gas metana batubara, shale ga,s, shale 

oll,light gas sand. methane hydrate) 

11 Pipanlsasi minyak l>uml dan bahan bakar Kilometer Semua Besaran 
mlnya~ di darat 

12 Pipanlsasi mlnyak buml dan batian bakar KUometer,Bar PanJang 1 oo Kilometer 
mlnyak di laut ata,u tel<anan 16 Bar 

13 Keglatan penyimpanan dalam kegiatan Kilol~er dan Ton Semua Besaran 
usaha hnlr minyak dan gas b<Jml yang terdiri 

dati bahan bakar m1nyak dan bahan bakar 

gas dan hasil otahannya d1 darat dan 

perairan 

14 Stasiun kompresor gas bumi dalam keglatan MMSCFD Semuao Besaran 
usaha h!Rr mlnyak clan gas bum, 

15 Blending bahan bakar minyak Ton/Tahun Semuao Besaran 
16 Blending minyak pelumas (~be base oil) TonfTahun Semuao Besaran 
17 Stasiun pengisian bahan bakar umum di KlloUter Semua Besar-an 

darat dan peralran 

18 Stasiun pengisisan bahan bakar gas Ton Semua Besaran 
19 Staslun pengiaisan LPG (bottling plant) Ton Semua Besaran 
20 Stasiun COlnpresses Natural Gas (CNG) MMSCFO Semua Besaran 
1.2 SUB SEKTOR KETENAGALISTRIKAN 

1 a. Jarlngan lranmisl lenaga llslrik 

1) Saluran Udara Tegangan Tlnggi(SUTT) kV 66 s/d 150 
2) Saluran Kabel Tegangan Tinggf (SKTT) IN 66s/d 150 
3) Kabel laUI T egangan Tinggi kV 66s/d 150 
b, Jarin:gan distrlbusl tenaga lisbik 

• Kabel laut tegangan menengah l(V 20 
2 PL TU Batubara (dalam 1 lokasQ MW 5 s/d «100 
3 pt TG/PL TGU (daiam 1 lokasi) MW 20 s/d <100 
4 PLT\J Mlnyak MW 5 s/d <100 
5 PL TO (dalam 1 lol<as,) MW 5 s/d <100 
6 PLTP (dalam 1 lokasl) MW 20 s/d <55 
7 PLTA 

a Tsnggi bendungan,alau "" 5sla<15 
b Kapas,Jas daya, atau MW 5 ' < 



VS"'-,.,..'.• . I • 
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,._ ---!lan'"""'!I' ~ 
a s.r,-.~PLTS1aalam tlolcasl) I MIN 1 sld <10 

• b.S;,i,a,.,,_PLTS(c!umllol<asiJ MW 10s/d <30 

9 PI.Tlai MW 1 s/d <10 

I. 3 t SUB S£KTOfl MINERAL DAN BA T\JBARA 
' 

I Keg.atan el<splorn, 

•· M- logam Ha ~ 5.000 

b. Batt1lara Ha ;, 5.000 

2 Keglatan operas, produksr 

a. Mineral dan batubara 

1) Luas Perwnan Ha >10 sid <200 

2) Luas daerah lertluka untuk pertambanagn Ha >5 s/d <50 (komulatif per 

b. Bat111bara/Gambut tahun) 

1) Kapasltas dan/atau TonfTahun 

2) Jumlah material penutup yang Bank: Cubic >100.000 s/d <1,000.000 

dlpindahkan Meter(BCM)rrahun >400.000 sid <5.000.000 • c. Minaral Logam Ton/Tahun 

1) Kapasilas bijih dan/atau Ton/Tahun >30.000 s.Jd <300.000 

2) Jumlah matenal penun,p yang >100.000 s/d <1.000.000 

dipjndahkan M'fTshun 

d Mioeral Bukan Logam atau Mineral Batuan M'ITahun >50.000 $Id <500 000 

1) Kapasitas dan/atau >200 000 sfd <1 000 000 

2) Jomtah material penutup yang 

drplndahkan 

3 Keglatan pengolahan pemumran 

a. Mineral bukan logam M'rrahun >50.000 s/d <500.000 

b. Batuan M'rrahun >50000 s/d <500000 

c. Batubara M'rrahun >100.000 sfd <1 000.000 

1.4 SUBSEKTORENERGIBARUTERSARUKAN 
1 Pembangunan k1lang biofuel Ton/Tahun <30.000 

2 Keglatan pemboran ekplorasi panas bum, MW Semua Besaran 

3 Ekpkli!asi dan pengembangan uap penas MW <55 
buml untuk llstnk 

, 4 Ekpbtasi dan pengembangan uap panas Ton/Jam Semua Besaran 

burniuntul< pemanfaalan langsur,g 

5 n., rloil;w •,ap panas bum, dan pembar,gkll MW <55 

bin• -pa""" bum! (IOI~ P«l)ecl hUlu-

IW) 

1.5-,-SUB SIEJCTOR AIR TAHA)! 
-

I --, "9ngamoi;ln¥tanah{SUfl\UI" L.teD1Jl!tll( I <.5-) f 
dio,-igaal "''"" ' Ga1am) 


